BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Perlindungan Oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka, dapat diketahui
bahwa implementasi Program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka masih
belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Program
Perlindungan Perempuan masih terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti
anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program dan struktur organisasi
yang belum merata hal ini merupakan aspek utama yang mendukung pelaksanaan

program Perlindungan Perempuan.

Implementasi Program Perlindungan Perempuan dalam penelitian ini
dianalisis berdasarkan teori dari Basic Logic Model (2004). Dari hasil penelitian,
ditemukan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
program Perlindungan Perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Di

Kabupaten Sikka, yaitu sebagai berikut.
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1. Input
Dalam proses implementasi Program Perlindungan Perempuan di Kabupaten
Sikka, terdapat tiga komponen utama, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan
landasan hukum.

a. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sikka, UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten
Sikka belum memadai karena beban kerja yang tidak merata atau
kekurangan sumber daya manusia yang memadai.

b. Anggaran yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sikka, UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten Sikka tidak
mencukupi karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah harus
diperhitungkan bersama dengan prioritas dan kebutuhan lainnya serta
hambatan administrasi.

c. Landasan hukum yang mengatur program Perlindungan Perempuan di
Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan kebutuhan dari setiap instansi yang
berkaitan seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka,
UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten Sikka.

2. Activities
Dalam pelaksanaan program Perlindungan Perempuan, terdapat enam layanan

utama yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar
Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA menyediakan enam
layanan yang mencakup berbagai aspek perlindungan perempuan dan anak,
termasuk konseling, mediasi, pendampingan hukum, dan lain sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka menyediakan kegiatan
advokasi dan sosialisasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Truk F
menyediakan layanan-layanan lain, yaitu pemantauan pasca pemulangan, layanan
hukum, layanan mediasi, layanan rumah aman, dan layanan psikologi. Namun,
dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain konflik
antara hukum dan adat, ketidakpahaman masyarakat terhadap isu-isu perlindungan
hukum bagi perempuan dan anak, keterbatasan edukasi masyarakat, dan proses

hukum yang lambat.

. Output

Dalam program Perlindungan Perempuan, data dari UPTD PPA selama lima
tahun terakhir sebelum terbentuknya UPTD PPA menunjukkan kenaikan hingga
200 kasus. Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan seksual yang tinggi mencapai
14 kasus. Sedangkan data dari Truk F pada tahun 2021 menunjukkan ada 14 kasus
kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami fluktuasi yang

tidak merata di setiap jenis kekerasan terhadap perempuan.
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4. Outcome
Dalam program Perlindungan Perempuan, hasil yang diharapkan adalah
layanan-layanan tambahan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Truk
F untuk implementasi program Perlindungan Perempuan. Hal ini mencakup
advokasi dan sosialisasi di setiap desa di Kabupaten Sikka, sementara Truk F juga

melakukan sosialisasi.

5. Impact
Dalam program Perlindungan Perempuan, dampaknya adalah perubahan pola
pikir masyarakat terhadap perlindungan perempuan. Masyarakat mulai menyadari
adanya program Perlindungan Perempuan. Beberapa masyarakat menyatakan
bahwa mereka mengetahui program ini dan sangat senang karena program ini dapat
membantu menjaga hak-hak perempuan. Namun, masih ada sebagian masyarakat

yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai program Perlindungan Perempuan.

6.2. Saran

Setelah memahami proses implementasi serta permasalahan yang ditemukan
dalam pelaksanaan program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka, peneliti
mencoba memberikan rekomendasi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPTD
PPA, Truk F, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang

ada sebagai upaya untuk meningkatkan dampak implementasi program
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Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka. Rekomendasi-rekomendasi tersebut

sebagai berikut.

1.

Melakukan pelatihan dan pengembangan dengan pelatihan secara rutin untuk
meningkatkan kapasitas SDM di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta UPTD
PPA dan Truk F. Ini termasuk pelatihan teknis dan manajerial. Dan perekrutan
tambahan SDM bagi Truk F.

Melakukan advokasi anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
alokasi anggaran bagi UPTD PPA dan Truk F dalam menjalankan program
Perlindungan Perempuan.

Melakukan diskusi dengan menggunakan berbagai media (radio, TV, media
sosial) untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas sosialisasi mengenai
program Perlindungan Perempuan. Selain itu, pastikan kegiatan advokasi dan
sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan
dan daerah terpencil.

Melakukan diskusi dan kerja sama dengan tokoh-tokoh adat untuk
menyelaraskan hukum adat dengan hukum negara terkait perlindungan
perempuan.

UPTD PPA dan Truk F meningkatkan kerjasama secara intens dengan
Lembaga Adat Desa untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap
perempuan dan bekerja sama dengan Advokat untuk secara bersama-sama
mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten

Sikka.
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